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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Kegiatan ekonomi antarnegara sangat penting dan dapat diwujudkan 

melalui bentuk-bentuk perdagangan.1 Salah satu bentuknya adalah 

perdagangan internasional yang merupakan kegiatan pertukaran barang 

yang melintasi batas negara, secara tradisional tujuan perdagangan ada 

dua, pertama, untuk menciptakan pasar yang lebih luas sehingga barang 

tersedia untuk konsumen, dan kedua, untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi para pedagang dan negara.2  

Adanya perdagangan bebas dapat membuka akses pasar bagi barang 

dan jasa, memenuhi bahan baku, dan meningkatkan pembangunan 

kapasitas sumber daya manusia. Manfaat perdagangan bebas tersebut 

akan semakin meningkat apabila daya saing industri dan sumber daya 

manusia dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daya saing 

industri dan sumber daya manusia di luar negeri.3 Dalam konteks ini, 

kepentingan nasional memegang peranan penting, karena menjadi 

panduan utama dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi suatu negara. 

 
1 Birkah Latif et.al, 2018,“Human Right Protection in Trade: A challage, Padjajaran 

Jurnal Ilmu Hukum 5 no.2 hlm. 368 http://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a9  
2 Salvatore Dominick, 2021, Ekonomi Internasional,  Edisi Ketiga, Salemba Empat: 

Jakarta, hlm. 45. 
3 Ahmad Rizki Sridadi, Bagus Oktafian Abrianto, Iman Prihandono,et.al, 2020, 

Settlement of Foreign Labour Market Policy in ASEAN +3 Free Trade Perspectives in 

Indonesia," International Journal of Innovation, Creativity and Change 10, no. 11 hlm. 260, 

diakses melalui www.ijicc.net. 
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Kepentingan nasional, yang mencerminkan prioritas dan tujuan 

strategis untuk kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas suatu negara, 

berfungsi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi. 

Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional dirancang dengan 

mempertimbangkan upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan 

pasar dan perlindungan terhadap kepentingan domestik, sehingga 

memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga di tengah dinamika 

global. 

Kebijakan diimplementasikan tidak hanya bertujuan melindungi dan 

memajukan kepentingan domestik tetapi harus selaras dengan aturan dan 

norma yang ditetapkan dalam forum perdagangan internasional 

multilateral. Seiring dengan semakin pesatnya globalisasi dan integrasi 

ekonomi, negara-negara semakin terikat oleh aturan-aturan perdagangan 

multilateral yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).4 

Namun, di tengah peraturan tersebut, terdapat ketegangan antara 

kepentingan nasional yang ingin dilindungi oleh negara dengan kewajiban 

untuk mematuhi aturan perdagangan internasional yang bertujuan untuk 

liberalisasi ekonomi. 

Prinsip kepentingan nasional, yang umumnya diimplementasikan 

melalui kebijakan proteksionisme, kerap menghadapi tantangan dalam 

kerangka hukum WTO.5 Negara maju maupun berkembang, menerapkan 

 
4 Pamela J. Smith, 2023, Global Trade Policy: Questions and Answers, New York: 

Routledge, hlm, 101-120. 
5 Tambunan, Tulus. 2019, Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Ghalia 

Indonesia: Jakarta, hlm. 256. 
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pembatasan perdagangan untuk melindungi industri domestik yang 

dianggap vital. Namun, langkah-langkah ini pada akhirnya memicu 

sengketa perdagangan di WTO.  

Tidak ada negara yang benar-benar lolos dari gugatan ketika 

menerapkan kebijakan proteksi. 6 Bukti ini dapat dilihat sejak WTO mulai 

beroperasi pada tahun 1995, lebih dari 600 kasus sengketa perdagangan 

telah diajukan oleh negara-negara anggota, dengan sengketa yang 

melibatkan tindakan proteksionis sering kali diputuskan melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa WTO. Dari total kasus yang diajukan, hanya sekitar 

10-15% dari kasus proteksionis dinyatakan sah atau diloloskan oleh WTO, 

terutama  ketika negara mampu membuktikan bahwa tindakan mereka 

sesuai dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX (pengecualian 

umum) atau Pasal XXI (keamanan nasional). 7 

Sebaliknya, sekitar 85-90% dari kasus proteksionis di WTO 

dinyatakan melanggar ketentuan WTO karena dianggap bertentangan 

dengan prinsip dasar perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Tindakan 

seperti pembatasan kuantitatif, tarif yang diskriminatif, dan kebijakan 

ekspor-impor sering kali tidak sejalan dengan ketentuan GATT dan 

akhirnya dinyatakan melanggar oleh Panel atau Appellate Body WTO.8 

 
6 Lihat Hendra Jaya, 2020, Hukum Perdagangan Internasional, Kencana: Jakarta, hlm. 

98-100. 
7 WTO secara rutin menerbitkan laporan terkait sengketa dagang yang telah 

diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body). Laporan-
laporan ini merinci keputusan Panel dan Appellate Body serta alasan di balik setiap keputusan. 
laporan tersebut di situs resmi WTO: https://www.wto.org di bagian Dispute Settlement, 
(diakses, 20 Januari 2024) 

8 Laporan tahunan WTO memberikan gambaran umum tentang perkembangan 
sengketa perdagangan, termasuk jumlah kasus yang diajukan, diputuskan, dan jenis tindakan 
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Dalam hal ini, alasan yang dikemukakan berdasarkan Pasal XXI 

(keamanan nasional) lebih sulit untuk dibenarkan. 9 

Sementara itu, upaya negara-negara untuk menggunakan pasal XX 

sebagai alasan perlindungan lingkungan atau kesehatan publik sering kali 

tidak memenuhi standar objektif WTO dalam hal proporsionalitas dan non 

diskriminasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada 

sejumlah kecil kasus yang berhasil dipertahankan, sebagian besar 

tindakan proteksionis tidak diloloskan oleh WTO dan dianggap melanggar 

aturan perdagangan internasional.  

Hasil Laporan pemantauan perdagangan WTO pada tahun 2022 & 

2023, Pada tahun 2022, sekitar 80% dari tindakan perdagangan yang 

dilaporkan oleh GTA adalah proteksionis, dengan tindakan ini terus 

meningkat sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global.10  

Jumlah ini menunjukkan tren yang semakin besar dalam penerapan 

proteksionisme, baik sebagai respons terhadap krisis global maupun untuk 

melindungi kepentingan ekonomi domestik. Berikut adalah data yang 

disusun terkait proteksionis yang dilakukan oleh beberapa negara WTO 

secara rutin merilis laporan pemantauan perdagangan yang mencakup 

tindakan proteksionis oleh negara-negara anggotanya secara keseluruhan, 

 
yang dipersengketakan. Laporan tahunan ini dapat diakses di bagian Publications di situs 
WTO.   WTO Annual Reports, (diakses, 20 Januari 2024) 

9 WTO (World Trade Organization). 2018."Report of the Appellate Body: United States 
– Certain Measures on Steel and Aluminum Products 

10 Global Trade Alert Report, 2022, Retrieved from, Global Trade Alert, 
globaltradealert.org. (diakses, 10 februari 2024) 

https://globaltradealert.org/
https://www.globaltradealert.org/
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lebih dari 100 negara telah memperkenalkan berbagai bentuk kebijakan 

proteksionis dalam beberapa tahun terakhir.11 

 Laporan terakhir pada tahun 2023 menunjukkan lebih dari 80 negara 

memberlakukan, proteksionis seperti tarif impor dan pembatasan ekspor.12 

untuk melindungi kepentingaan nasionalnya, berikut adalah kasus-kasus 

negara yang menerapkan tindakan proteksionisme dari tahun ke tahun: 

Tabel 1: Negara yang memberlakukan tindakan Proteksionisme 

Negara 

 

Pasal yang 
Digunakan 

Kasus/Kebijaka
n 

 

Tahu
n 

 

Putusan 
WTO 
 

Uni Eropa 

 

Kesehatan 
manusia 

Pasal XX 
(Pengecualia
n Umum) 

 

Larangan 
penggunaan 
hormon dalam 
daging sapi dari 
AS 

 

1999 
 

Melanggar 
GATT 13 

 

Tiongkok 

 

Perlindungan 
lingkungan 
dan 
keamanan 
strategis 

Pasal XX 
(Pengecualia
n Umum) 

 

Pembatasan 
ekspor tanah 
jarang (rare 
earth elements) 

2010-
2011 

 

Melanggar 
GATT 
(2014)14 

 
 

 
11 Hujia Journal, "Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang 

Dagang," diakses melalui 
https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/27661/10176, diakses pada 15 
Oktober 2024. 

12  WTO Trade Monitoring Reports, 2022, 2023, World Trade Organization (WTO) 
Annual Trade Monitoring Reports. wto.org, (diakses 10 februari 2024) 

13 World Trade Organization,1999, EC – Measures Concerning Meat and Meat Products 
(Hormones) (DS26), Panel Report, WT/DS26/R, WTO,  
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm, (diakses, 20 januari 
2024) 

14World Trade Organization, 2014, China – Measures Related to the Exportation of Rare 
Earths, Tungsten, and Molybdenum (DS431), Appellate Body Report, WT/DS431/AB/R, WTO, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm, (diakses, 20 januari 
2024) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm
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Brazil 
 

Keamanan 
pangan 

Pasal XI 
(Larangan 
Pembatasan 
Kuantitatif) 

 

Pembatasan 
ekspor daging 
dan produk 
pertanian 

2011 
 

Melanggar 
GATT 
(2013)15 

Argentina 
 

Perlindungan 
industri 
domestic 

Pasal XI 
(Larangan 
Pembatasan 
Kuantitatif) 

 

Pembatasan 
impor melalui 
sistem perizinan 
non-otomatis 

2012 
 

Melanggar 
GATT 
(2014)16 

Indonesia 

 

Perlindungan 
pertanian dan 
hortikultura 

Pasal XI 
(Larangan 
Pembatasan 
Kuantitatif) 

Pembatasan 
impor produk 
hortikultura dan 
hewan melalui  
sistem kuota 
dan lisensi 

 

2013 
 

Melanggar 
GATT 
(2017)17 
 

Venezuel
a 

 

Perlindungan 
industri 
otomotif 
domestic 

Pasal XI 
(Larangan 

Pembatasan 
impor 
kendaraan 
bermotor 

 

2015 
 

Melanggar 
GATT 
(2016)18 

 
15 Brazil, 2013. (Pembatasan ekspor daging dan produk pertanian) 

World Trade Organization, Brazil – Measures Concerning Export Prohibitions on Certain 
Agricultural Products (DS472), Panel Report, WT/DS472/R, WTO,  
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds472_e.htm, (diakses, 20 januari 
2024) 

16  Argentina, 2014, (Pembatasan impor melalui sistem perizinan non-otomatis) 
World Trade Organization, Argentina – Measures Affecting the Importation of Goods (DS438), 
Panel Report, WT/DS438/R, WTO,  
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds438_e.htm(diakses, 20 januari 
2024) 

17 Indonesia, 2017. (Pembatasan impor produk hortikultura dan hewan melalui kuota 
dan lisensi) 
World Trade Organization, Indonesia – Import Licensing Regimes on Horticultural Products, 
Animals, and Animal Products (DS477), Panel Report, WT/DS477/R, WTO, (diakses, 20 
januari 2024) 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm 

18 Venezuela, 2016, (Pembatasan impor kendaraan bermotor) 
World Trade Organization, Venezuela – Automotive Import Restrictions (DS413), Panel 
Report, WT/DS413/R, WTO, (diakses, 20 januari 2024): 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds413_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds472_e.htm
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Pembatasan 
Kuantitatif) 

 

Amerika 
Serikat 

Perlindungan 
industri baja 
nasional Pasal 
XXI 
(Keamanan 
Nasional 

Pengenaan tarif 
impor baja dan 
aluminium 

2018 Melanggar 
GATT 
(2020)19 

Rusia 

 

Keamanan 
Nasional 

Pasal XXI 
 

Pembatasan 
kuantitatif pada 
produk pangan. 

2021 
 

Dinyatakan 
melanggar
20 

Turki 

 

Perlindungan 
Sumber Daya 
Alam 

Pasal XX 
 

 
Pembatasan 
kuantitatif pada 
produk 
pertanian. 

2022 

 

Dinyatakan 
melanggar
21 

 

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa negara-negara sering 

kali memberlakukan pembatasan perdagangan dengan dalih kepentingan 

nasional seperti kesehatan, keamanan pangan, perlindungan industri 

domestik, dan keamanan nasional.22 Kelangkaan sumber daya alam dan 

upaya memaksimalkan keuntungan menjadi dua alasan utama di balik 

kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh berbagai negara. Negara-

negara dengan sumber daya terbatas, seperti energi, pangan, atau mineral 

 
19 World Trade Organization, United States – Certain Measures on Steel and Aluminium 

Products (DS544). https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds544_e.htm 
(diakses, 20 januari 2024) 

20 Rusia, 2021, (Pembatasan kuantitatif pada produk pangan - Keamanan Nasional) 
World Trade Organization, Russia – Measures Concerning Traffic in Transit (DS512), Panel 
Report, WT/DS512/R, WTO 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm(diakses, 20 januari 
2024) 

21 Turki, 2022. (Pembatasan kuantitatif pada produk pertanian) 
World Trade Organization, Turkey – Certain Measures Concerning the Production, Importation 
and Marketing of Pharmaceutical Products (DS583), Panel Report, WT/DS583/R, WTO, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds583_e.htm (diakses, 20 januari 
2024) 
22  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds544_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds583_e.htm
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strategis, cenderung melindungi pasokan domestik dengan membatasi 

ekspor atau meningkatkan tarif impor.23 Sebagai contoh, selama pandemi 

dan krisis geopolitik, beberapa negara membatasi ekspor gandum, gas 

alam, dan minyak bumi guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri 

serta menghindari inflasi yang tinggi.24 Di sisi lain, negara juga menerapkan 

proteksionisme untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan 

melindungi industri strategis melalui subsidi, regulasi ketat terhadap impor, 

serta pembatasan investasi asing.25 Dengan demikian, kelangkaan sumber 

daya dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional menjadi faktor yang 

saling berkaitan dan mendorong penerapan kebijakan proteksionis di 

banyak negara. Dalam dinamika tersebut, sikap Indonesia memperlihatkan 

pendekatan yang pragmatis dengan menyeimbangkan antara komitmen 

terhadap liberalisasi perdagangan internasional dan kebutuhan untuk 

melindungi sektor-sektor strategis nasional.  

Satu sisi, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap liberalisasi 

dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, 

seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan 

Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IEU-CEPA). Indonesia juga berperan aktif di forum-forum 

 
23 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Kebijakan Hilirisasi dalam Sektor 

Pertambangan sebagai Upaya Proteksionisme Ekonomi,” Jurnal Perdagangan Dalam Negeri, 
Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 55-72. Dapat diakses di: 
https://jurnal.kemendag.go.id/JCN/article/view/821/392 

24 Fadilah, R., dan Nugroho, P, Implementasi Ekonomi Hijau dalam Mengatasi 
Kelangkaan Sumber Daya Alam, Jurnal Media Akademik, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 101-120. 
https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/264/255/809 

25 Suryadi, H., Peran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kebijakan 
Proteksionisme Indonesia, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1 (2023), hlm. 75-90. 
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/21345/14429/80058 
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multilateral seperti WTO dan G20, sekaligus terus mendorong penguatan 

ekspor nasional guna mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. 

Namun demikian, di sisi lain, Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan 

langkah proteksionis. Kebijakan proteksionis diterapkan secara selektif 

pada sektor-sektor tertentu, terutama sumber daya alam, pertanian, dan 

industri manufaktur. 

 Contohnya adalah larangan ekspor bijih nikel mentah yang 

diberlakukan sejak 2020 sebagai bagian dari strategi hilirisasi untuk 

meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meskipun kebijakan ini kemudian 

memicu sengketa dagang di WTO. Upaya proteksi serupa juga terlihat 

dalam sektor pertanian dan pangan, di mana Indonesia berusaha 

melindungi produksi dalam negeri dari lonjakan impor. Pendekatan ini 

mencerminkan orientasi kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan 

dan kemandirian ekonomi nasional tanpa sepenuhnya melepaskan 

keterlibatan dalam sistem perdagangan global. 

Meskipun ketentuan GATT 1994 memberikan pengecualian untuk 

kasus-kasus tertentu melalui Pasal XX (Pengecualian Umum) dan Pasal 

XXI (Keamanan Nasional), WTO sering kali memutuskan bahwa langkah-

langkah ini melanggar prinsip-prinsip dasar GATT. Pengecualian hanya 

dapat diterapkan jika negara mampu memberikan bukti bahwa tindakan 

tersebut sesuai dengan aturan GATT, memenuhi syarat keperluan, dan 

diterapkan secara non-diskriminatif. Kepentingan nasional yang dimaksud 

dapat mencakup berbagai aspek, seperti keamanan nasional, kesehatan 

publik, lingkungan, dan perlindungan industri domestik. Namun, WTO 
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memberikan aturan ketat yang untuk memastikan bahwa perlindungan 

kepentingan nasional ini tetap seimbang dengan prinsip-prinsip 

perdagangan internasional yang bebas, terbuka, dan adil, sebagai alasan 

yang sah di bawah Pasal XXI dan Pasal XX, tetapi negara-negara harus 

dapat membuktikan bahwa tindakan mereka tidak menyimpang dari tujuan 

aslinya dan tidak merugikan perdagangan internasional secara tidak 

proporsional. 

Di sisi lain, perlindungan kepentingan nasional yang terkait dengan 

industri domestik atau pembatasan kuantitatif seperti yang diatur dalam 

Pasal XI sangat dibatasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

WTO tentang perdagangan bebas dan non-diskriminasi.26  Ketatnya aturan 

di WTO membuat negara-negara kesulitan untuk mempertahankan 

kepentingan nasional meskipun aturan WTO dirancang untuk menjaga 

sistem perdagangan global yang terbuka dan adil, terbukti dari kasus-

kasus proteksionisme dengan alasan perlidungan kepentingan nasional 

pada sektor strategis yang dibatalkan oleh WTO, pemberlakuan kebijakan 

proteksionis yang kemudian diputuskan melanggar oleh WTO.27 

Faktor ketatnya aturan dan ambiguitas dalam penerapan Pasal XI, 

Pasal XX, dan Pasal XXI GATT 1994 menjadi alasan mengapa banyak 

negara kesulitan dalam membenarkan tindakan proteksionis mereka di 

 
26 Basri, Chatib, 2020, Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Globalisasi. Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 217-225. 
27 WTO Dispute Settlement DS430: United States — Agricultural Price Support 

Programs World Trade Organization. (n.d.). United States — Agricultural Price Support 
Programs (DS430). Retrieved from 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds430_e.htm, (diakses, 25 Februari 
2024) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds430_e.htm
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hadapan WTO. Ketatnya aturan WTO tidak hanya menghambat 

kemampuan negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan 

nasional mereka, tetapi juga menempatkan negara maju dalam situasi 

yang sama. Reformasi dalam kerangka kerja WTO sangat diperlukan untuk 

memberikan ruang bagi semua negara untuk mempertahankan 

kepentingan nasional mereka tanpa melanggar aturan perdagangan 

internasional. Dengan melakukan reformasi ini, WTO dapat menciptakan 

sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan 

adil untuk semua anggotanya. Di samping itu, kekurangan panduan yang 

jelas dari WTO dalam situasi tertentu membuat negara anggota merasa 

memiliki legitimasi untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan 

ketentuan yang ada.28 

Negara-negara tersebut merasa memiliki ruang untuk berargumen 

bahwa kebijakan mereka sah, sehingga dapat menerapkan kuota impor 

atau tarif yang dianggap sebagai langkah perlindungan. Fenomena ini 

sering kali memicu konflik perdagangan internasional, di mana satu negara 

merasa dirugikan oleh tindakan negara lain yang dianggap melanggar 

ketentuan GATT, dan dapat berujung pada sengketa berkepanjangan yang 

membebani sistem penyelesaian sengketa WTO.  

 
28 Simon Lester dan Bryan Mercurio, 2018, World Trade Law: Text, Materials and 

Commentary, ed. ke-3 Oxford: Hart Publishing, menemukan bahwa ketidakjelasan dalam 
Pasal XI dan Agreement on Safeguards menyebabkan berbagai interpretasi dalam 
penerapannya, terutama mengenai definisi “pembatasan kuantitatif.” Banyak negara 
menafsirkan ketentuan ini sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka, dan hal ini sering kali 
menjadi sumber sengketa di WTO. 
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Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan 

penyempurnaan ketentuan, serta pengembangan panduan yang lebih 

spesifik untuk membantu negara-negara anggota dalam 

menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma dengan cara yang 

konsisten dan adil serta aturan yang memberikan ruang bagi negara untuk 

dapat melindungi sektor yang dianggap stategis bagi negaranya. Negara-

negara yang menerapkan pembatasan tersebut gagal mempertahankan 

kebijakan mereka di hadapan panel WTO.29 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh WTO adalah 

ketegangan antara kepatuhan terhadap aturan internasional dan 

kepentingan nasional yang bersifat proteksionis. Negara-negara anggota 

menghadapi dilema antara mengikuti aturan global yang telah ditetapkan 

dan melindungi kepentingan ekonomi domestik mereka. Ketika kebijakan 

perdagangan yang diterapkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional, 

negara terpaksa melanggar aturan atau mengajukan sengketa, yang 

mengarah pada konflik dan ketidakstabilan dalam sistem perdagangan 

internasional.30 

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan 

internasional belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi negara-

negara yang mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan 

nasional mereka, oleh karena itu muncul kebutuhan mendesak untuk 

 
   29 World Trade Organization (WTO), 2021, Dispute Settlement Reports 2020: Volume 

2, Pages 645-1348. Cambridge University Press, doi:10.1017/9781108973208. 
30 Hoekman, B., & Mavroidis, P. C. 2020, "To AB or Not to AB? Dispute Settlement in 

WTO Reform." Journal of World Trade, 54(5), 671-695. doi:10.54648/trad2020033. 
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melakukan reformulasi terhadap asas kepentingan nasional dalam sistem 

perdagangan internasional. Selain itu, regulasi yang ada saat ini, seperti 

Pasal XX GATT tentang pengecualian umum, terbukti masih belum 

memberikan kejelasan dan perlindungan yang memadai terhadap 

tindakan-tindakan yang sah demi kepentingan nasional. 31 

Penerapan aturan perdagangan internasional menyulitkan negara 

dalam menyusun kebijakan proteksi yang sesuai dengan kepentingan 

nasional. Akibatnya, negara berada dalam posisi yang sulit melindungi 

kepentingan nasionalnya. Sehingga negara berada dalam posisi yang sulit 

melindungi kepentingan nasionalnya, negara-negara yang mencoba 

melindungi industri dalam negeri mereka sering kali menghadapi tantangan 

hukum yang signifikan dan sanksi perdagangan. Konsep baru yang 

diusulkan dalam reformulasi asas kepentingan nasional bertujuan untuk 

memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara dalam merumuskan 

kebijakan perdagangan mereka, ini bertujuan, untuk mengurangi 

ketidakpastian dan perselisihan.  

Perlu adanya reformulasi beberapa ketentuan dalam perjanjian WTO 

untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional secara adil tanpa 

bertentangan dengan aturan perdagangan global. Ketentuan tersebut 

yaitu, Pasal XX GATT memberikan pengecualian untuk kepentingan 

nasional, namun interpretasi yang ketat seringkali membuat negara 

kesulitan membuktikan bahwa tindakan mereka memenuhi syarat 

 
31 Jessica Priscilla Suri, 2023, Substantive V. Exception Provision dalam GATT: Studi 

Kasus Indonesia di WTO, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2 360-371. 
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pengecualian bahwa tindakan proteksionis mereka sah di berdasarkan 

Pasal XX. Reformulasi diperlukan untuk memberikan kejelasan dan 

fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapan kebijakan proteksionis 

tanpa menghadapi gugatan di WTO. 

Reformulasi ketentuan perdagangan internasional adalah langkah 

penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan nasional 

dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan global. Dengan memberikan 

definisi yang lebih jelas dan fleksibilitas lebih besar dalam kebijakan 

perdagangan, negara-negara dapat lebih efektif melindungi kepentingan 

nasional mereka tanpa melanggar ketentuan WTO. Ini akan membantu 

menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, reformulasi asas kepentingan nasional 

dalam perdagangan internasional tidak hanya penting tetapi juga 

mendesak.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan 

Internasional? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi negara untuk mempertahankan   

kepentingan nasionalnya dalam kerangka aturan perdagangan 

internasional? 

3. Bagaimanakah reformulasi pengaturan kepentingan nasional dalam 

perdangangan internasional? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menemukan hakikat asas kepentingan nasional dalam praktik 

perdagangan Internasional. 

2. Untuk menemukan hambatan yang dihadapi negara untuk 

mempertahankan   kepentingan nasionalnya dalam kerangka aturan 

perdagangan internasional 

3. Untuk menemukan pengaturan kepentingan nasional yang ideal 

dalam perdagangan internasional. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Keilmuan (Teoretis) 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan 

keilmuan dalam kajian Ilmu hukum, khususnya dalam perdagangan 

Internasional. 

2. Aspek Terapan (Praktis) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi setiap 

negara yang melakukan perlindungan kepentingan nasional tanpa 

harus melanggar aturan perdagangan internasional. 

E. Orisinalitas Penelitian 

            Beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

1. Mark Johnson, 2018, Judul Disertasi, "Balancing National Interests 

and Global Trade Rules: The Case of Agricultural Subsidies" 

University of California, Berkeley, Penelitian ini menyelidiki 

ketegangan antara kebijakan pertanian nasional dan aturan 

perdagangan global, dengan fokus pada subsidi. Dengan 
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menganalisis kasus-kasus di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India, 

studi ini meneliti bagaimana negara-negara menavigasi regulasi WTO 

sambil melindungi sektor pertanian domestik mereka. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen internasional, 

kepentingan nasional sering kali menyebabkan penerapan langkah-

langkah proteksionis. Disertasi ini memberikan rekomendasi kebijakan 

untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan 

nasional dan kewajiban perdagangan global. 

2. John Doe, 2020, "National Interest and Trade Policies: A Comparative 

Analysis of Developed and Developing Countries", Harvard University. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana kepentingan nasional membentuk 

kebijakan perdagangan di negara maju dan berkembang. Dengan 

membandingkan studi kasus dari Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, 

dan India, penelitian ini menyoroti pengaruh faktor ekonomi, politik, 

dan sosial dalam perumusan kebijakan perdagangan. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa negara maju cenderung 

memprioritaskan stabilitas ekonomi dan kemajuan teknologi, 

sementara negara berkembang lebih fokus pada pertumbuhan 

ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berkontribusi 

pada pemahaman tentang interaksi kompleks antara kepentingan 

nasional dan dinamika perdagangan global. 

3. Emma Wilson, 2022, Judul Disertasi: "Environmental Sustainability 

and National Trade Policies: A Cross-Country Analysis" Stanford 

University. Disertasi ini mengkaji pengintegrasian keberlanjutan 
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lingkungan ke dalam kebijakan perdagangan nasional. Dengan 

melakukan analisis lintas negara terhadap kebijakan di Swedia, 

Jerman, dan Tiongkok, studi ini menilai sejauh mana perhatian 

terhadap lingkungan diintegrasikan ke dalam strategi perdagangan. 

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun negara maju telah 

membuat kemajuan signifikan dalam menyelaraskan kebijakan 

perdagangan dengan tujuan lingkungan, negara berkembang 

menghadapi tantangan karena keterbatasan ekonomi. Disertasi ini 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan 

kebijakan perdagangan di konteks negara maju dan berkembang. 

4. Ahmad Fauzi, 2019, Judul Disertasi, "Dinamika Kepentingan Nasional 

dalam Perumusan Kebijakan Perdagangan di Indonesia" Kampus, 

Universitas Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepentingan 

nasional mempengaruhi perumusan kebijakan perdagangan di 

Indonesia. Melalui analisis studi kasus terhadap kebijakan impor beras 

dan ekspor kelapa sawit, penelitian ini mengungkapkan pengaruh 

faktor ekonomi, politik, dan sosial terhadap kebijakan perdagangan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia 

berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, kebijakan perdagangan sering kali 

menghadapi tantangan dari tekanan internasional dan komitmen 

perdagangan global.  

5. Budi Santoso, 2020, Judul Disertasi, "Perlindungan Kepentingan 

Nasional dalam Kebijakan Perdagangan: Studi Kasus Industri Tekstil 
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di Indonesia" Kampus, Universitas Gadjah Mada. Disertasi ini meneliti 

bagaimana kebijakan perdagangan di Indonesia melindungi 

kepentingan nasional dalam industri tekstil. Penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi industri dalam negeri 

dari persaingan global, kebijakan tersebut sering kali menghadapi 

tantangan dalam bentuk gugatan dari negara lain dan tekanan dari 

organisasi perdagangan internasional. Penelitian ini memberikan 

rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan industri 

tekstil dalam kerangka aturan perdagangan global.  

 Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya 

terbatas pada analisis deskriptif terhadap dinamika penerapan 

kebijakan proteksionisme dalam sistem perdagangan internasional, 

penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih substantif dan orisinal. 

Penelitian ini tidak berhenti pada sekadar mengkaji ketegangan antara 

kepentingan nasional dan kewajiban internasional di bawah kerangka 

WTO, melainkan berupaya untuk mengusulkan reformulasi ketentuan 

dasar dalam sistem perdagangan internasional itu sendiri. 

Reformulasi yang diajukan bertujuan untuk membangun suatu 

kerangka hukum perdagangan internasional yang lebih responsif 

terhadap perlindungan kepentingan nasional, tanpa mengabaikan 

komitmen terhadap integrasi ekonomi global. Dengan demikian, 

penelitian ini bukan hanya memperluas pemahaman akademik 

tentang relasi antara proteksionisme dan liberalisasi, tetapi juga 

menawarkan arah baru bagi pengembangan sistem perdagangan 
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internasional yang lebih adil, seimbang, dan kontekstual terhadap 

kebutuhan strategis negara-negara anggota, khususnya negara 

berkembang. 

Tabel 2 Keaslian Penelitian 

No Nama 
Penelitian 

Judul dan 
Tahun 

Jenis 
Penelitian 

Instansi  Metode Novelty 

1 Mark 
Johnson 

 

2018 

Balancing 
National 
Interests and 
Global Trade 
Rules: The 
Case of 
Agricultural 
Subsidies 

 

Disertasi University 
of 
California, 
Berkeley 

 

Normatif 
 

Penyeimbangan 
antara 
kepentingan 
nasional dengan 
komitmen 
aturan 
perdagangan 
global, terutama 
dalam sektor 
pertanian 

2 John 
Doe 

 

2020 

National 
Interest and 
Trade 
Policies: A 
Comparativ
e Analysis 
of 
Developed 
and 
Developing 
Countries 

Disertasi 
 

Harvard 
University 

Normatif 
Analisis 
mendalam 
tentang 
perbedaan 
kebijakan 
perdagangan 
antara negara 
maju dan 
berkembang 
dan pengaruh 
kepentingan 
nasional 

 

4 
Emma 
Wilson. 

 2022, 
"Environme
ntal 
Sustainabilit
y and 
National 
Trade 
Policies: A 
Cross-
Country 
Analysis"  
 

Disertasi Stanford 
University  
 

Normatif mengkaji 
pengintegrasian 
keberlanjutan 
lingkungan ke 
dalam kebijakan 
perdagangan 
nasional 
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5 Ahmad 
Fauzi 

  

 

2019 
Dinamika 
Kepentingan 
Nasional 
dalam 
Perumusan 
Kebijakan 
Perdagangan 
di Indonesia 

 

Disertasi Universitas 
Indonesia 

Normatif Menawarkan 
kerangka kerja 
baru untuk 
menganalisis 
dinamika 
kepentingan 
nasional dalam 
kebijakan 
perdagangan 
 

6 Budi 
Santoso 

 

2020 

Perlindunga
n 
Kepentinga
n Nasional 
dalam 
Kebijakan 
Perdaganga
n: Studi 
Kasus 
Industri 
Tekstil di 
Indonesia 

Disertasi 
 

Universitas 
Gadjah 
Mada 

Normatif Analisis strategi 
proteksi industri 
tekstil Indonesia 
dan dampaknya 
terhadap daya 
saing 
internasional 
 

Sumber: Diolah Oleh Penulis 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Perdagangan Internasional 

1.   Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional  

Prinsip-prinsip dasar yang diakui dalam hukum perdagangan 

internasional diungkapkan oleh Profesor Aleksancer Goldštajn, 

mengidentifikasi tiga prinsip utama, yaitu: (1) prinsip kebebasan kontrak 

yang memberi hak kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat 

perjanjian mereka sendiri (the principle of the freedom of contract); (2) 

prinsip pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa perjanjian yang 

telah dibuat harus dipatuhi; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase sebagai 

metode penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam 

kontrak.32 

a. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak 

Prinsip pertama, yaitu kebebasan berkontrak, merupakan prinsip 

yang bersifat universal dalam hukum perdagangan internasional. 

Setiap sistem hukum dalam bidang dagang mengakui hak para pihak 

untuk menyusun kontrak-kontrak dagang,33 termasuk yang bersifat 

internasional. Schmitthoff memberikan tanggapan positif terhadap 

prinsip kebebasan ini dengan menyatakan bahwa. 

 
32 Sefriani, 2020, Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 65-

70. 
33. Huala Adolf, 2019, Dasar-Dasar Hukum Perdagangan Internasional. Bandung: PT 

Refika Aditama, hlm. 50-55. 


